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WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR | TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PAGU DANA EELURAHAN DAN PETUNJUE PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN YANG
PENDANAANNYA BERSUMEER DARI DANA ALOKASI UMUM

Menim bang

Mengingat

TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIEKOTA METRO,

bahwa untuk melaksanakan keteniuan Pasal 7 ayat [1)
Peraturan Menteri Keuwangan Republik Tndonesia Nomor
8/ FPMEK.O7 /2020 tentang Tata Cara Penvaluran Dana Alokasi
Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, pemerintah daerah
menetapkan pagu DAU Tambahan Bantuan Pendanaan
Kelurahan pada sctiap Kelurahan di Lingkungan Eota Metro
vang diatur dengan Peraturan Wahkots;

babhwa agar pelaksanasn kegmalan pembangunan sarana dan
prasarana kclurahan dan pemberdayaan masyarakat di
kelurahan schagaimana dimaksud pada hural s, teriib
administrasi dan tepat sasaran sesusl denpan keleniuan
Peraturan Menteri Dalam Negenn Nomor 130 Tahun 2015
tentang Kegiatan Pembanpunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pcmberdavaan Masyvarakar di Kelurahan,
perlu adanya petunjuk pelaksanasnnya;

bahwa beordasarkan pertimbangan schapsimana  dimmadesed
huruf a dan b di atas, maka perlu menctaplkan Peraturan
Walilota tentang Peonctapan Pagu Dana Kelurahan dan
Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarena Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kelirahan yang Pendansanya Berswunber dari Dana Alokasi
Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020,

Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 199G rtentang
Pembentukan Kebupaten Dati 1T Way Kanan, Kabupaten Dati
Il Lampung Timur dan Kotamadya Dad 1T Metro (Lembaran
Negara Republik Indonesin Tahun 1999 Nomor 446,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3825];
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penvelengparaan Negars yang  Beraih dan  Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Lembwaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 735, Tambwhan Tembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3331):

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 lenlang Keuangan
Nepara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
MNomaor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4301);

Undang-Undang Nomeor 15 Tahun 2004 tentang Pemoeriksaan
Pengelolaan dan  Tanggung  Jawab  Keuaogan  Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Normor
&8, Tambahan Lembaran Negara Hepublik Indonesiz Nomor
4400}

Undang-Undang Nomor 23 2 Tahun 20194  twentang
Pemerintahan Daerah {Letnbaran Negara Bopublik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Ncepara
Republik Indoncsia Momor 3387) schagaimana telah diuhah
beberapa kali terakhir densan Undang-Undang Nomor ©
Tahun 2015 (Lembaran Mepara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republk
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomar 2892, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601},

Peraluran Pemeriniah Nomaor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan [Lembaran Negara Republik Tndonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Repuhblik
Indonesia Nomaor 4575);

Peraturan Pemerintah Momor 56 Tahun 2005 rentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Megard Repubhk Tndonesia Nomor 45760) sehagaimana lelah
diulah dengan Peraturan Pemerintah Nomor G5 Tahun 2000
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
114}, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor
5155);

Peraturan Pemerintabh Nomooe 39 Tehun 2007 leniang
Fengelolaan Uang  Nepara/Daerah [Lembamran Negars
Republik Indonesia Tahun 2007 MNomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738)

Peraturan Pemerintah Momor 2 Tahon 20102 leniang Hibwh
Daerah {Lembaran Megara Republik Indoncsia Tahun 2012
MNomar 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
MNomor 227 2);
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Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Neguara/Daerah (Lembarun Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 5533);

Peraturan Pemerintah Nomoe 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indaoncsia Nornor 6206);

Peraturan Pemetintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negura Republik Indenesia Nomor £322);

Peratiran Presiden Nomer 16 Tehun 2018 tentang
Penpgadaan Buarang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2018 Nomor 3.30);

Peraturan Menieri Dalam Neperi Nomor 13 Tahun 2006
teniang  Pedoman Pengelolaan Keuvangan — Daerah
sebagaimana beberapa kali tclah diubab terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Numor 32 Tahun 2011
tenlang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
vang hersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2011
Nomor 450] sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 123 Tahun
2018 [Berila Negara Republik Tndonesia Tahun 20158 Nomor
13];

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer S0 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berila Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); scbagaimana
lelah diubah dengan Peraturan Menter Dalam Negeri Noroor
120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indoncsia Tabun
2018 Nomor 1537);

Peraturan Menieri Dalam Neperi Nomor 130 Tahun 20185
tentang Kegialan Pembangunan Sarana dan  Prasarans
Kelurahan dan Pemberdayaan Magyarakar di Kelurahan
(Rerita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139};

Peraturan Menter Keusnpgan Nomor &/ PME.Q7 /2020 tentang
Tata Cara Penvaluran Dana Alokasi Umnum Tambahan Tahun
Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Tndonesia Tahun
2020 Nomor 46);
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20, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tabhun 2016 tenlang
Pembentukan dan Susunan Perangkail Daerah Kota Metro
(Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Deerah Kota Metro Nomor 24
sehapaimana lelsh diubah dengan Peraluran Daerah kota
Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Dacrah Kota Metro
Tahin 2019 Nomor 9, Tambshan Lembaran Daerah Kota
Metro Nomaor 9);

MEMUTUSEAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PAGU DANA
KELURAHAN DAN PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA EELURAHAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN YANG
PENDANAANNYA BERBUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM
TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAE I
KETENTUAN UMUM

Fasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Dacrah adalah Kota Metro.

9, Pemerinlah Daerah adalah Pemerniahan Kota Metro dan
peranglat daerah sebapgai LUnNEUT penyelenggara
pemerintahan daerah.

3. Walikots adalah Walikota Metro.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnva disingkat PD adalah
Jatuan Kera Perangket Daerah di lingkungan Pemerintah
Daerah.

5. Kecomatan adalabh Kecamatan di lingkungan Pemerintah
Daerah.

f. Camat adalah kepala kecamatan di lingkingan  Pemenniah
Daerah.

7. Kelurahan adalah Kelurshan di lingkungan Pemernintah
Dacrah,

8. Lurah adalah kepala kelurahan di lingkungan Pemerintah
Daerah.

3.  Pemberdayasn masyarakal adalah proses  pembangunan
dimana masyvarakat bernisiatil untuk memulai  proses
kegiatan social untuk memperbaiki situasi dan kondisi
dirinya.

10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang
selanjutnya disingkal LPM adalah lembaga atau wadah vang
dibeniuk atas prakarsa masyarakat sebagan Pemerintal
Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi
seris kehutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

11. Kelompok masyarakal adalah kelompok manusia yang hidup
secara borsama-samad i sual wilayvah dan membentuk
sebuah sistem, batk semi lerbuka maupun sistem tertutap,
dimana interaksi vang lerjadi didalamnya adalah mdividu-
individu yang ada di kelormpok tersebut.
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Pembangunan sarana prasarana lingkungan kelurahan adalah pembangunan
[isik dengan konstruksi sederhana di linglup kelurahan dengan berpedoman
pada hasil Musyawarah DPereneanaan Pembangunan sesual dengan skala
Prioritas,

. Dengelolaan keuangan daerah adalab keselwruhan kegiatan yang melipuli

perencandan, pelaksanaan, penatausahasn, pelaporan, pertanggungjawaban
dari pengawasan  keuangan daerah.

Anggaran Pendapalan dan Belanja Dacrah yang selanjulnya disingkat AFBL
adalah rencana keuangan tabunan pemcerintahan daerah vang dibahas dan
disetujii bersama oleh Pemerintah Dacrah dan Dewsan Perwakilan Ralopat
Dacrah (DPRET dan ditetapkan dengan Peraluran Daerah.

Bendahara Umum Daerah yvang selanjutnya disingksl BUD adalah Pejabat
Pengelola Keuangsn PDaersh  yang  bertindak  dalam  kapasitas  schagai
bendahara umum daerah,

Kuasa BUD adalah pejabatl yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagion
tugzas BUD,

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang
kewcnangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokelk dan
fungsi OPD vang dipimpinnya.

Kuasa Penpeuna Angearan yang selanjutova disingkat KPA adelah pejabat

vang diberi kuasa untuk melaksanakan scbagian kewenangan PA dalam
melaksanakan scbhagian lugas dan fungsinya.

Pengpuna Barang yang selanjutnya disingkat 'B adalah pejabal pemegang
kewenangan penggunaan barang milik Daerah.

PA adalah Camat.
KPA adalah Lurah.

Pejabat Pembuat Komitmen vang selanjutnya disingkat PPK adaish pejabai
vang bertangsung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

Pejabat Pelaksana Teknis Kegintan yang selanjuttya disingkat PPTE adalah
pejabat pada unit kerja OPFD yang melaksanakan 1 (satn)] atau beberapa
kegiatan dari suatu program sesud dengan bidang tugasnya.

Rendahara Pengeluaran adalah pejabal fungsional vang ditunjuk menenma,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertangsungjawabkan
uang untuk keperluan belanja Dacrah dualam ranghka pelaksanaan AFBD pada
QPD.

. Burat Permintaan Pembayaran yang  selaojuinya disingkat 8PP adalah

dokumen wvang diterbitkun oleh  pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan
pembayaran.

8PP Langsung vang sclanjutnya disingkal SPP-LE adalah dokumen yang
chajukan  oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan permbayaran
langsung kepada pihak ketigs atas dusar peganjian kontrak kerjaatau surat
perinteh  kerja lainnya darl pembavaran gaji dengan jumlab  penerima,
peruntukan dan waktu pembayarean lerlentn vang dokumennya disiapkan olch
PPTK.

Rencana Kerja dan Anggaran yvang selanjutnya disinglkat RKA adalah dokumen
perencanaan dan pengangearan yang bensl rencana pendapatan, rencana
belantja program dan kegiatan scrta rencana pembiavasn sebapgai dasar
penvusunan APBL.
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Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah
dokuimen vang memiat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar
prlaksanaan oleh PA,

Sural Perintah Membayar yang selanjuinya disingkal SPM adalah dokumen
vang digunakan/diterbatkan oleh PASEPA unluk penerbilan Surat Perimlah
Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA.

Burat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yvang digunakan scbagai dasar pencairan danayang ditcrbitkan olch
BUD berdasarkan SPM.

Surat Vermintaan Pembayaran vyaneg selamjutnyva disingkat SPPP® adalah
dokumen wyang diterbitkan elch peabat yong bertangsung  jawab  atas
pelaksanaan Kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan
pembayaran.

Surat Permintoan Pembayaran (fanti Usng Persedisan vang selanjuinya
disingkat SPP-GGIJ  adalah  dokumen  yang  diajukan aleh hendahars
pengeluaran untuk permintaan pengganti vang persediaan yang tidak dapat
dilalukan dengan pembayaran langsung.

Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPP-TU adalah dokumen vang diajukan oleh bendahara pengeliaran
untuk permintasn tambahan vang persedisgan guna melaksanakan Kegalan
BKIDY yvang bersifat mendesak dan tidak dapat dipunakan untuk pembayaran
langsung dan uang persediaan.

. Burat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjulnyva disingkal 3PP-L3

adalah dokumen yang diajukan  oleh  bendahara  pengeluaran untuk
permintaan pembavaran langsung kepada pihak ketips atas dasar perjanjian
kontrak kerja atau surat perintah kedja lainnya dan pembayaran gajl dengan
jumlah, penenmaan, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang
dokumennya disiapkan olch PPTH.

Sural Perninlah Membayar vang sclanjutnya disingkat 3PPM adalah dolkumen
vang digunakan /diterbitkan olch  Pengguna  Anpearan/kKuasa  Pengguna
Angparan  unluk penerbitan Surat Penntah Pencairan Dana atas  beban
penpelusaran Dok umen Pelaksanaan Anpgearan SKIPD.

Sural Pernniah Pencairan Dana yang sclanummya disingkat SP21D adalah
dokumen yang dipunaksn schagal dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh
BULY berdasarkan SPM.

Hiza Lelmh Perhitungan Anggaran yang selanjutnva disingkat SILPA adalah
sehisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anpggaran selama safg
periode anggaran.

Swakelala Tipe T yailu Swakelola yang dircncanakan dan diawasi oleh

Kemenlenan |/ Lembaga [ Perangkat Dacrah penanggung jawab anggaran dan
dilsaksanakan oleh Ormas pelaksoana Swakelola.

Swakeclola Tipe IV wvaim  Swakelola yang  direncanakan oleh
Kementerian,/ Lembaga/ Peranglkat  Daerah  penanggung  jawah  anggaran
dan fatau berdasarkan usulan Kelompolk Masyarakat dan dilaksanakan seria
thawam oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

BAR II
PAGU ALOEASI DANA KELURAHAN

Pasal 2

DAL tarnbahan yang diatur dalam Peratuean Walikols ini meliputt DAU
Tambahan Baniuan Pendanaan Kcharahan



jdih.metrokota.go.id ,
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

(]

(3)

Pagu Alokasi DAU Tambahan sebuagaimana dimaksud pada aval (1) ditetapkan
dalam Peratoran Dacrah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2019 tentang Angparan
Pendapatan dan Belanjp Daerah kota Metro Tohun Angearan 2020 dengan
besaran Rp 7.700.000.000, {Tujubh Milyar Tujuh Hatus Juta Rupiah).

Rincian alokasi DAU Tambahan schagaimana dimaksed
pada avat {2) dibagl merata dan tercantum dalam Lampiran | Peraturan
Walikota ini,

BARE III
HKEGIATAN

Pasal 3

Peraturan Walilkota ini mengartar kegiatan !

8.,
b,

i1)

(2)

3]

(1]

Pembuangunan sarang dan prasarang Kelurahan; dan

Pembrerdayaan masyvarakal di Kelurahan,

Pasal 4

Kegiaton pembangunan sarana dan prasarana  Kelurahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dipunakan untuk membiayai pelayanan sosial

dagsar wvang berdampak  langsung  pada menmgkainva kuslilas hadup
masyarakal,

Komalan  pembangunan sarans dan prasarans Kelurahsan sebapaimans
dimuaksud pada aval (1) mehputi ;

A,  pengadasan, pembangunan, pengembangsan dan pemeliharaan sarana dan
prasarand lingkungan pemukimann;

b.  pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemehharasan sarana dan
prasarana transportasi;

¢. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana keseharan; dan/atau

d. peongadaan, pembangunan, pengembangan dan pemcliharaan sarana dan
prasarana pendidikan dan kebudayaan.

Pelaksanaan kepiatan pembangunan sarana dan  prasarana  Kelurahan
sebagnimana dimaksud dalam Pasal 3 huratf a dibatasi hanye untuk sarana
dan prasarana vang bersifat sederhana.

Pas=al 5

PPengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeltharaan sarana dan
prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2} huruaf a, meliputi

a. jaringan air minum;

¥} drainase dan selokan:

¢. sarana pengumpulan dan pengolahan sampah;

d

SUITILE FERE DA

[

jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;

Hh

alat pemadam api ringan;
g. pompa kebakaran portabel;
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{1l

h. penerangan ingkungan pecmukiman; dan/atau

1.  sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana
transportasi schagaimana dimaksud dalam Pasal 4 avat (2) huraf b, melipue :

a. jalan pemulkiman;

b. jalan poros Kelurahan, dan/atau

€. Baraha prasarvana ransportasi lsinnva.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan  dan pemeliharaan sarana

prazarana kesehatan sebapmmana dimaksud dalam ayat (2) haeaf ¢, mehipud :
4. mandi, cuci, kakus untuk umum/ komunal;

b.  pos pelayanan lerpaduy dan pes pembinaan terpadu; dan fatay

Cc. sarana prasarans kescehatan lminnya.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan  pemeliharasn sarana
prasarana pendidikan dan kebudayaan schagaimana dimakusud dalam *asal 4
avat (2] huraf d, melipuali ;

#, taman bacaan masvarakat;

b.  bangunan pendidikan anak usia dini;

c. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau

d. sarana prasarana pendidilkan dan kebdayaan lainnya.

Pasal &

Kegiatan pemberdavaan masyarakat di Kelurahan scbagaimana dimaksud
dalam Pazal 3 huraf b, dipunakan wumiuk peningkatan kapasitas dan
kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan
sumber daya sendir.

Kegiatan pemberdayvasn masyarokat di Kelurahan scbagaimana dimaksudd
pada ayat (1) yaitu ;

a.  pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masvarakat;

b.  pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;

¢ pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan rmenengah;
d. pengelolasn kegiatan lembapa kemasyarakatan;

[P

pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan pedindungan
masyarakal;dan/ atau

f.  penguatan kesiapsiagaan masyarskal dalam menghadapi bencana scrta
kejadian luar biasa lainnyva.

Pasal 7

Pengelolaan kegiatan pelayonan kesehatan masyarakar sebagsimana dimaksied
dalam Pasal ¢ avat (2] huruf a, meliputi ;

a.  pelavanan perilaka hidup bersih dan schar;
k. keluargs berencana;
c. pelatihan kader keschatan masyarakat; dan/atau
kegiatan pengelolaan pelayanan keschatan masyvarakat lainnya.
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(53}

(1)

(2]

[53)

Pengelolaan kegatan pelayanan pendidikan dan kebudavaan sebagaimana
dimaksid dalam Pasal & avat (2} barmaf b meliputi :

A, penyelengparaan pelatihan kena;
k. penyelengaraan kursus sem budava; danfataa
. kegiatan pengelolasn pelavanan pendidikan dan kebudayaan lainnya,

Penpelolaan  kepalan pengembangsn usaha mikro, kecll dan menengah
sebagarmans dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2] huruf ¢, meliputi ;

4,  pengadaasan alat usaha dan penyelenggaraan pelatihan usaha;
k.  peongadaan/pelatthan start vp digital pemasaran produk usaha; dan

v. kegialan pengelolasn pengembangsn usaha mikro, kecil dan menengah
lainmyva.

Penigelolaan kegialan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksod dalam
Pasal 6 ayal (2] haruf d, meliput ;
4. pelathan pembinasn Lembaga Kemasyaralkatan Kelurahan, danfatau

Ir.  kegalan pengelolasn lembaga kemasyarakatan lainnya.

Pengelolaan  keglatan  ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyaTakal sebapaimana dimaksud dalam Pasal & ayat {2) horuf e, melipudi -

. pengadaan penvelengegaraan pos keamanan Kelurahan;
b,  penguatan dan  peningkatan kapasitas  lenspgs kesmanesn/kelerbban
kelurahan; dan/atan

c. kegiatan pengelolaan ketentraman, kelerliban wumum dan perlindunsan
masyvarakat lamnya.

Penguatan keslapsiagaan masyarakat dalam  menghadap bencana serta
kcjadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 avat (2)
huruf £, meliputi :

a. penyvediaan layanan informasi tentang bencang;

b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakal dalam menghadapi beneana;
¢. pelatthan tenaga sukarelawan unmik penangansn bencana;

d. cdukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/ataa

¢, penguatan kesiapsiagaan masvarakal yvang lainnyva.

Pasal 8

Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di Keluraban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dan Pasal 6 dilakukan melalui musyvawarah perencanaan pembangunan
Kelurahan,

Dalsm hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan
sarana dan prasarana Kelurahan dun pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalul muasvawarah antars
Lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat keluraban,

Musyawarah sebagaimana dimaksud pada avat [2) diaksanakan untuk
mendapatkan  kesepakatan penenluan  keglatan  tambohan  danfataw
perubahan.
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(4) Kescpakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuar dalam bentuk berita
HCATA.

Pasal O

Kepiatun  sebagaimena dimaksud dalam Pasal 8, disusun dalam dokumen
perencanaan daerah zesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAR IV
PENGANGGARAN

Pasal 10

Alokasi Anggaran uniuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kclurahan
dan pemberdayaan masyvarakat di Kelurshan tercantum dalam APBD  dan
dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pads bagian anggaran Kelurahan
urituk dimanfaatkan sesuai dengan ketenituan peraturan perundang-undanga.

Pasal 11

Kegialan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, disusun dalam  dokumcn
perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan peraluran perundang undangan.

Pasal 12

(1} Terdasarkan deokumcn perencanadan daerah, Kecamatan menyusun RBoncana
Kerja dan Anpggaran scsual denpgan sumber pendanaan masing-masing
keginlan.

(2) Rencana Kerja dan Anpsaran Kecamsalan schagaimana dimaksud pada ayat (1],
disusun oleh Camat atas wusul Lurah sclaku EPA sesuso dengan ketenfuan
peraluran perundang-undangan.

(3] Angparan Kepgiaran scbagaimana dimaksud pada ayat [2), masing-masing
dituangkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran terscndin.

BAB V
PELAKBANA KEGIATAN

Pasal 13

(1} Walikota menetapkan Lurah seclaku KPA untuk melaksanakan kegiatan

pembangunan  sarana dan  prasarana Kelurahan  dan permberdayaan
riasvarakat di Kelurahan.

(2) Lurah selalu KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk PPK
Pembantu dan PPTE melalul surat keputusan KPA.

(3) Walikota menetapkan Bendahara Pengeluaran Permbantu di Kelurahen melalui
surat keputusan walikota berdasarksan wsulan Lursh selaku KPA melaln
Rendahara Umum Daeerah (BUD).

(4] Camat selaku PA menetapkan pcjabat pengadaan dan pojabat pemenksa hasil
poleeraan (FIPHP) untuk kegiatan sehagaimana ersebur dalam ayat (1).

i5) Dalam hal di kecamatan belum/tidak tersedia pejabat pengadaan, Camat
mengajukan permohonan kepada Sclkretaris Dacrah melalui Bagian Pengadasn
Barang/Jasa untulk menugaskan personil Mejabat Pengadaan pada Kecamatan,
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Pasal 14

Pcjabat Penatausahaean kKeuangan  Pombantu di - Kelurahan scbapaimana
dirmaksuddalam Pasall3 ayat (2] bertugas -

|,

L.

(1]

12]

(3]

()

(1}

(2]

(3]

{1

menclhiti kclengkapan SPP-LS pengadasn barang dan jasa vang disampaikan
vleh Bendahara Pengeluaran Pembani dandiketahui/disctujui oleh PPTE:

menchii kelengkapan SPP TU yang diajukan olch Bendahara Pengeluaran
Pembantu;

melakukan verifikasi SPP:
menyiapkan SPM; dan

melakukan verifikasi harian alas penermaan.

Pasal 15

Pelaksanaan anggaran untuk kegialan pembangunan sarana dan prasarana
Kelurahan dan pemberdayaan masyarakal di Kelurahan melibatkan kelompok
masyvarakal dan/atan organisasi kemasyarakatan,

Pelaksunaan Pengadaan Barang/Jasa mclibatkan Kelompok Magyaralkat
sehagaimana ayat (1) Melalui Mekanisme Swakelola Tipe 11 atau Swakelola [V,

Swakelola Tipe Il vaitu Swakelola yang dircncanakan dan di awasi oleh
Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah Penanggung jawab anggaran dan
dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swalkelola.

Swakelola  Tipe IV yailu  Swakclola vang  direncanakan  oleh
Kementerian/ Lembaga fPersnighkat Dacrah penangoung  jawab anggaran
dan/ atau berdasarkan usulan Kelompok Masvarakat dan dilaksanakan serta
thawast oleh kelompok masyvarakat polaksana Swakelola,

Dalam hal pengadaan barang dan jasa melalui swakelols sebagaimana
dimaksud ayar (2) ftidak dimungkinkan unituk dilaksanakan, maka
perencanaan pengadaan barang dan jasa melalyi penyedia dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dibidang pengadasn barang dan jasa
pemcrintah.

BAB VI
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

Penalausahaan kegiatan permnbangunan sarana dan prassrana Kelurahan dan
pemberdayaan masyvarakal di Kelurahan menppunakan mekanisme rambahan
uang dan mekanisme langsung sesual  dengan  ketentuan  peratiran
perundang-undangan.

Felaporan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan
dan pemberdayaan masyarakal di Kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan
selaku entitas akuntansi,

Pengakuen belanja dan beban ates wnpgaran kegiatan pembangunan sarana
dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
berdasarkan  laporan  pertanggungjawaban  tambahan uang dan  laporan
pertanggungjawaban fungsional.

Sisa angparan kegiatan pembangunan sarans Jan prasarana Kelurshan dan
pemberduyasn masyarakal di Kelurahan vang berada di RKUD maupun
rekening Kelurahan menjadi SILPA vang akan thperhatungkan pada alokasi
uniitk Keglatan tahun anggacan selanjutnya.
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Pasal 17

Barang vang dihasilkan atas kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana
kelurahan dan pemberdayaan masyatrakat di kelurahan varg sebelurnnva Lidak
tercatat dalam rencana kebutuhan barang milik daerah alauw [(REBMD) tahun
anggaran 2020 dicantumkan dalam perubahan REBMD iahun anggaran 2020,

Dalam hal pengadaan barang dan jasa atas kegiatan pembangunan sarandg dan
prasarana kelurahan dan  pemberdayaan  masyarakal  di kelurahan
menghasilkan barang dan bukan diperuniukan sebagai barang milik daerzh,
Lurah menyverahkan barang dimaksud kepada masyvarakal,

Penyerahan harang achagaimana dimaksud pada avat (2) dituanpglkon dalam
berita acara serah terima [BAST) sebagaimana lercanium dalam Lampiran vang
meripakan bagian tidak ferpisahkan dan Poraturan Walikota o,

Pasal 18

Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembaniu di Kelurahan scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 aval (2] dalam melaksanakan pertanggungjawaban
kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayasn
tnasvarakatl di Kelurahan mempunya tugas melakukan venfikasi atas laporan
pertanggungjawaban  yang disampaikan  oleh  Bendahara Pengcluaran
Pembantu kepada KPA,

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada avat (1), melipud :

a,  menechb  kelengkapan dokuamen  laporan  pertangsungjawaban  dan
keabsahan bukti-bukt penecluaran vang dilampirkan;

b, menpujl kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang
tercanitum dalam ringkasan per rincian objck;

¢, menghitung pengenasn Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penghasilan atas
behan pengeluaran per rincian objels; dan

d.  menpuji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D vang diterbitkan periode
schelumnya.

Laporan pocnggunaan anggaran keglatan pembangunan sarana dan prasarana
Eelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari
DALl Tambahan schagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2} disampaikan
kepada camat dan BUL setiap semester.

Format laporan sebagoimena dimeksud pada ayar (3] iercanium  dalam
L:"Lti]pit‘ﬂ.!l I varmng ulempﬂl-:ﬂﬂ bagian tidal terpisahblan der Perglurmn Wahlols

Batas waktu penvampadan laporan sebagaimana dimaksud pade ayat [3),
untuk ;

a. semester [ disampaikan paling lambat mingeu kedus bulan Juli; dan
h.  semeszster]l disampaikan paling lambat mingsu kedua bulan Januari.
Lurah menyampaikean laporan pelaksannan kegatan pembangunan sarana dan

prasarana Kelurahan dan pemberdavaan masyarakal di Eclurahan kepada
Walikota meclalui Camat.
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Camat menyampaikan laporan  rekapilulasi  pelaksansan  keglatan
pembangunan sarana dan  prasarana  Kelurahan dan  pemberdayaan
masvarakat di Kelurahsn kepada Walikota, dengan mclampirkan laporan
sebupaimana dimaksud pada aval [6).

Walikola menyampailkan laporan pelaksanaan Kegiatan pembanpunan sarana
dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada
Menteri melalui Gubernur Provinsi Lampung sehagai Wakil Pemerintah Pusat,

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pazal 19

Walikota melalukan pembinaan dan  pengawasan  terhadap kegiatan
pernbangunan sarana prasarana Kelurahan dan pemberdayoan masyarakat di
Kelurahan.

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Walikota dapat mebmpahkan
kewenangannyva kepada Camal.

Penpawasan sebagaimans dimaksud pade ayat (1) dalam pelaksanaannya
dibantu oleh Inspektorat Kota Metro,

Pembinaan dan pengawasan oleh camesi selapsimana dunaksoud pada avat (2)
dilaksanakan sesuai denpan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 20

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayal [1) dilakukan dalam
benluk fasilitosi, konsultasi, pendidikan dan pelatban serla penehilian dan
pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan schagaimana dimaksud pada ayat (1} dapat dilakukan oleh
Pemerintah Pusat dan Gubernur Provins: Lampung scbhagai wakil Pemerintah
Frisar.

Penpawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 aval [3) dilakukan dalam
hentuk reviu, moaitoring, cvaluasi dan pemeriksaan sesual dengan ketenluan
perafuran perundang undangan.

Pasal 21

Peraturan Walikota mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinva, memenntabkan penpundangan Peraturan
Walikota ini denpgan pencmpatannya dalam Benta Dacrah Kota Metro,

Ditctapkan di Metro
: pada lanpeal 1 jdmar 2020

WALIKOTA METRO,_

Hu-ﬁ-‘uh Ay A Eeay

per uud / A PAIRIN

Diundangkan di Mol
pada langpal 2 loeuare 2020

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2020 NOMOR ‘.;.I'.....
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Lampiran I : Peraturan Walikota Metro

Nemor : 1 Tahun 2020
Tangpal : 3 Jowuers 2020

PENETAPAN BESARAN PAGI DANA KELURAHAN
ROTA METRO TAHUN ANGGARAN 2020

NO MNAMA | NAMA SUMBER PENTJANAAN |
| KECAMATAN = KELURAHAN ATPBD | DAU TAMBAITAN |
| A | METR() PUSAT | .

METRO 990.524,000,- 350.000.000, -
IMOPURD 927.3335.800,- 350.000.000, -
 HADTMULYO BARAT | 428 584,000, - 350,000,000,
HADIMULYO TIMUR | 931.384.000.- 350.000.000,-
YOSOMULYO B72,.904 000, - 350.000.000,-
| | e ; .'
B. METRO TIMUR
TRING MULY() | 970.525.700,. 350.000,000 -
YOSODAD] 902.071.900,- 350,000,000, -
| YOSOREJO 879.412.600.- 350.000,000,-
| I | TEJO AGUNG - B40.77H.T00.- 350,000,000, -
TEJOSARI | 807.742.100,- | 350.000.000 -
C. | METRO BARAT
GANJAR AGUNG A77.964.700,- 350.000.000,-
GANJAR ASEI | 932.760.250, 350.000.000,-
MULYC JATI R45.084 300 - 350,000,000, -
MULYO SARI B70.944 800, - 350.000.000, -
0. | METRE
SELATAN MARGOREJO #15.668.100.- 350,000.000,-
 MARGODADL B16.868,250,- A50,000.000 - |
REJO MULYO H31.967 800, 350,000.000,-
SUMBIR SARI 774.543.700, - 350.000.000,-
E. | METRO UTARA
H | BANJAR SARI | 980.220.000,- 350.000.000,-
' PURWO ASRI | 1.122.420.000 - | 350.000.000 -
PURWO SARI  B8R.120.000,- | 350.L000.000, -
KARANG REJO | 911.520,000.- | 350.000.000,-
| | N
WALIKOTA METRO,

X P
e
4

pr s
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Lampiran 1 : Peraturan Walikota Metro
Nomor : L Tahun 2020
Tangpal: # |y 2020

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAFAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
SAMPAI DENGAN TAHAP ...... TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KOTA METRO

[ 3 = — . :
! OUTPLT o REALISAS] |
' wo. URATAN VOLUME ‘.SﬂTUHN A =t e s e | TEOEN Spumaer | upan
T T @ [T o OUTPUT _ (Orang) | ‘Herl) | (Rp)
= 3 B6F fFy | o8yl ey T [0 11} TV R
Rt I T e —L ] B o) 5 P R S TR
A, Program
Pembangunan
| 1. Kegiatan 1.......

2. Kegiatan _ ' ‘

KET

B s

i m -

T i ‘ —
- - —_—

B.Program

_Pemberdavaan
1. Kegiatan 1........
2, Kegiatan 2 ...

3. Dst, | ' = ==} ' : -

| Jumlgh Total | | | | =

Disetujui olch,
CANAT e i
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PETUNJUK PENGISIAN

| NO i ) YU URAIAN o o
I | Kolom | diisi dengan nemor urut Kelurahan _ T
— 2| Kolom 2 diisi dengan uraian kegialan pelaksanaan keglatan yang didanai menggunakan DAL tambahan R =
3 | Kolom 3 diisi dengan volume output, missal; 300 _ _ ]
~ 4 Kolom 4 diisi dengan satuan output, missal: meter B e
3 Eolom 3 diisi dengan jumlah anggaran _ )
6 | Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi H = - B il
7 |Kolom 7 diisi dengan perscntase realisasi terhadap anggaran - =
g Kolom 8 diisi dengan selisih anlars anggaran dan realisasi - — oy e
9 ___Kolom 9 diisi dengan sclisil presentase sisa _ o ey u =2
Kolom 10 diisi dengan presentasc capaian output dengan perhitungan sebagai berikoat;
4. Kegialan pembangunan/pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesuian fisik di lapangan
dan foto;
b, Kegiatan non fisik dengan cara:
L0 - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja Yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan
angearan sebesar 30%;
- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sehesar 50%;
- HKeglatan telah terlaksana sebesar 80%: dan
i . -._Laporan pelaksanzan kegiatan dan foto sebesar 100% i
(g Folom 11132, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash Jor work: yang diisi hanya untuk kegiatan Kehirahan pada bidang
pelaksansan pembangunan o — = o
12 | Kolem 14 diisi dengan keterangan, missal: berapa output yang telah terlaksana (kuantitas) _ g

4. :
2. ¢ T
: /fﬂ, ACHMAD PAIRIN
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